
 

                                                      
GUBERNUR JAMBI 

 
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI 

 
NOMOR  2  TAHUN  2018 

 
TENTANG 

 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2017 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
GUBERNUR JAMBI, 

 
Menimbang : bahwa  untuk  melaksanakan  ketentuan  Pasal 320 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017. 

 
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik                

Indonesia Tahun 1945; 
 

2. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera 
Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera 
Barat, Jambi, dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646); 

 
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 

 
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

 
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 
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6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

 
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

 
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

 
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

 
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

 
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4574); 

 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4576); 

 
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578); sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

 
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan  dan Pengawasan atas Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4594);  

 
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

 
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 

 
20. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis 

Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala 
Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179); 

 
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 
5272); 

 
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6057); 
 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006  
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah; 

 
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang 

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 
1425); 
 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 
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26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah 
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450). 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI 

 
Dan 

 
GUBERNUR JAMBI 

 
              MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN  

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2017 

 
Pasal 1 

 
(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2017 berupa laporan keuangan yang memuat: 
a. laporan realisasi anggaran; 
b. neraca; 
c. laporan operasional; 
d. laporan arus kas; 
e. laporan perubahan ekuitas; dan 
f. catatan atas laporan keuangan. 
 

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai Lampiran 
Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik 
Daerah/perusahaan daerah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Daerah ini. 

 
Pasal 2 

 
Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a 
sebagai berikut: 
a. Pendapatan Rp  4.311.792.610.112,36 
b. Belanja Rp  4.132.941.881.087,37 
 Surplus/(Defisit) Rp  178.850.729.024,99 
c. Pembiayaan 
 - Penerimaan Rp     278.221.241.857,37 
 - Pengeluaran Rp  0,00 
 Pembiayaan Netto Rp     278.221.241.857,37 
 SILPA Rp     457.071.970.882,36 
 

Pasal 3 
 

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut: 
1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah(Rp77.995.122.810,36) 

dengan rincian sebagai berikut: 
a. Anggaran  Rp  4.233.797.487.302,00 
b. Realisasi  Rp  4.311.792.610.112,36 

Selisih (Rp 77.995.122.810,36) 
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2. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah 

Rp379.076.848.072,00dengan rincian sebagai berikut: 
a. Anggaran  Rp  4.512.018.729.159,37 
b. Realisasi  Rp  4.132.941.881.087,37 

Selisih Rp    379.076.848.072,00 
 

3. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah 
(Rp457.071.970.882,36)dengan rincian sebagai berikut: 
a. Anggaran  (Rp  278.221.241.857,37) 
b. Realisasi  Rp  178.850.729.024,99 
c. Selisih  (Rp  457.071.970.882,36)  

 
4. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp0,00 

dengan rincian sebagai berikut: 
a. Anggaran  Rp  278.221.241.857,37 
b. Realisasi  Rp  278.221.241.857,37 

Selisih Rp  0,00 
 

5. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 
dengan rincian sebagai berikut: 
a. Anggaran Rp  0,00 
b. Realisasi  Rp  0,00 

 Selisih Rp 0,00 
 

6. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp0,00 dengan 
rincian sebagai berikut: 
a. Anggaran  Rp  278.221.241.857,37 
c. Realisasi  Rp  278.221.241.857,37 

Selisih Rp 0,00 
 

Pasal 4 
 

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 
2017 sebagai berikut: 
a. Jumlah aset Rp. 7.922.958.480.710,74 
b. Jumlah kewajiban Rp. 347.596.657.213,20 
c. Ekuitas dana Rp. 7.575.361.823.497,54 

 
Pasal 5 

 
Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 
Desember 2017 sebagai berikut: 
a. Saldo kas awal per 1 Januari 2017 Rp  286.475.207.572,23 
b. Arus kas dari aktivitas operasi Rp  1.039.652.240.215,96 
c. Arus kas dari aktivitas investasi Rp (885.794.535.971,32) 
d. Arus kas dari aktivitas pendanaan Rp  (0,00) 
e. Arus kas dari aktivitas transitoris Rp  2.043.234.590,99 
f. Saldo kas akhir per 31 Desember 2017 Rp  442.376.146.407,86 

 
 

Pasal 6 
 

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf 
f, memuat informasi secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan 
keuangan Tahun Anggaran 2017. 
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Pasal 7 
 

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) memuat informasi 
secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan, terdiri dari: 
 
a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran; 
 Lampiran I.1 : Laporan laporan realisasi anggaran menurut urusan 

pemerintah daerah dan organisasi; 
 Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan 

pemerintah daerah, organisasi, pendapatan belanja dan 
pembiayaan; 

 Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut 
urusan pemerintah daerah, organisasi, program dan 
kegiatan; 

 Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk 
keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah 
dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; 

b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 
c. Lampiran III : Laporan Operasional 
d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas 
e.  Lampiran V : Neraca 
f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas 
g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan 
h.  Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah 
i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih 
j. LampiranX : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana 

bergulir 
k.  LampiranXI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah 
l. Lampiran XII : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap 

daerah 
m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap 
n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan 
o. Lampiran XV : Daftar realisasi aset lainnya 
p.  Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah 
q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek 
r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang 
s. Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai 

akhir tahun dan dianggarkan kembali  dalam tahun anggaran 
berikutnya 

t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik 
Daerah/Perusahaan Daerah 

 
 

Pasal 8 
 

Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri 
dari: 
a. laporan Kinerja tercantum dalam Lampiran XXI sebagai bagian yang tidak 

terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini, dan 
b. ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/perusahaan daerah 

tercantum dalam Lampiran XX sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan 
Peraturan Daerah ini. 
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Pasal 9 
 

Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2017 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur. 
 

Pasal 10 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah 
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jambi. 

 
 
Ditetapkan di Jambi 
pada tanggal 19 September 2018 
 

Plt.  GUBERNUR  JAMBI, 
 
 ttd 
      
H. FACHRORI UMAR 

 
 
Diundangkan di Jambi 
pada tanggal 19 September 2018 
 
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI 
 
 ttd 
 
H. M. DIANTO 
 
LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2018 NOMOR  2 
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR : (1-208/2018) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BIRO HUKUM, 

 
     ttd 
 

M. ALI ZAINI, SH, MH 
Nip. 19730729 200012 1 002 
 


